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(E) Isi Abstrak :  
 BPSK sebagai lembaga yang mengurus sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha memiliki putusan yang bersifat final dan binding berdasarkan 
Pasal 54 ayat 3 UU 8/1999. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 56 ayat 
(2) dan Pasal 58 ayat (2) UU 8/1999, ditemukan celah bahwa terhadap 
putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan ke 
Pengadilan Negeri. Tidak sampai di Pengadilan Negeri saja, putusan BPSK 
juga dapat diajukan kasasi ke MA. Hal tersebut menunjukkan adanya pasal-
pasal yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana 
kekuatan hukum putusan BPSK ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen? Lalu bagaimana dasar pertimbangan hukum 
hakim dalam membatalkan putusan BPSK pada perkara dengan putusan PN 
Batam No. 316/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN BTM? Untuk menjawab rumusan 
masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum 
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan 
kepastian dan menentukan ruang lingkup terhadap pengajuan keberatan 
atas putusan BPSK, MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2006 yang 
secara garis besar menjelaskan ruang lingkup dan tata cara pengajuan 
keberatan atas putusan BPSK. Kemudian sehubungan dengan studi kasus 
yang diangkat oleh penulis, diketahui bahwa Majelis Hakim PN Batam 
mengambil yurisprudensi sebagai acuan pertimbangan hukum untuk 
memutus perkara yang ada. Selain itu, diketahui juga bahwa dalam 
perjanjian para pihak sudah mengatur forum 
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